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ABSTRAK

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat tambahan yang digunakan
DPR RI untuk melindungi kehormatan, nama baik, dan martabat anggotanya.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Sidang Majelis Kehormatan Dewan memuat ketentuan yang mengatur
tata cara MKD. Anggota DPR harus memiliki moral dan nilai-nilai yang
mewakili negara yang berbudaya untuk menegakkan legitimasi kekuasaan
rakyat. Namun nyatanya, ada anggota DPR yang tidak jujur yang bertindak
tidak etis, mencemarkan nama baik dan kepercayaan masyarakat. Alhasil,
MKD kini menjadi instrumen pelengkap DPR untuk meningkatkan nama baik
DPR di mata masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan berikut dibahas dalam tesis
ini: (1) Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas Dewan
Kehormatan Dewan? (2) Bagaimana penguatan kelembagaan MK? Kajian ini
bersifat normatif dan menggunakan metodologi studi pustaka untuk menarik
informasi dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen
hukum lainnya. Temuan analisis studi ini menunjukkan adanya tantangan
dalam pelaksanaan fungsi MKD, antara lain inkonsistensi lintas pasal,
terminologi “pengadilan”, dan tindak lanjut pengaduan. Persyaratan untuk
memulai persidangan dapat dijelaskan, kemampuan MKD untuk membentuk
panel persidangan dan membuat penilaian dalam kasus-kasus individual dapat
ditingkatkan, dan kemandirian kelembagaan MKD dapat diperkuat semuanya.

Kata kunci - Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kode Etik
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan
yang diperintah oleh Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sehingga disebut sebagai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bentuk
pemerintahan presidensial digunakan di Indonesia. Gagasan Trias
Politica, yaitu Montesquieu, seorang filosof Perancis yang namanya
secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dan dapat diterjemahkan
sebagai “Tri” yang berarti tiga, “As” yang berarti poros/pusat, dan
“Politica” yang berarti kekuasaan, maju. , terkait erat dengan sistem
presidensial ini.

Trias politica, kemudian, adalah aliran pemikiran yang
berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kategori:
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Membuat undang-undang adalah
tanggung jawab cabang pemerintahan legislatif, sedangkan cabang
eksekutif dan yudikatif bertanggung jawab untuk menegakkan undang-
undang dan apa yang disebut sebagai "mengawasi proses
pemerintahan".!

Indonesia, negara dengan bentuk pemerintahan presidensial,

1 Abu Daud Busroh, 1lmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), halaman 85



menggunakan pengaturan pembagian kekuasaan yang sering disebut
dengan distribusi kekuasaan. Tiga (tiga) cabang pemerintahan tersebut
adalah cabang eksekutif yang terdiri dari pemerintah dan lembaga-
lembaganya, cabang parlemen yang terdiri dari  Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPR), serta lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah
Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara adalah milik
warga negaranya.? Oleh Kkarena itu, kehadiran parlemen, khususnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan bukti bahwa rakyat

memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

Badan legislatif yang berwenang membentuk undang-undang disebut
Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR). Pasal 20A Ayat (1), (2), dan (3)
yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, mengatur tugas dan hak
DPR. Untuk memberikan fleksibilitas yang sebesar-besarnya kepada DPR
dalam menjalankan tanggung jawabnya, ketiga peran tersebut juga
memberikan tiga (tiga) kewenangan kepada DPR terkait dengan pelaksanaan

fungsi pengawasan, yaitu:®

2UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) berisi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”
3 Pasal 70 ayat (1),(2),(3) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,



1. kekuatan interpelasi, yang memungkinkan DPR untuk menanyakan
kepada pemerintah tentang inisiatif-inisiatif kritis dan strategis yang

berpengaruh signifikan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Hak angket adalah kemampuan DPR untuk melihat bagaimana suatu
undang-undang atau kebijakan pemerintah dijalankan.

3. Hak untuk menyatakan pendapat, termasuk hak DPR, meliputi: adanya
kebijakan pemerintah; pernyataan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
telah melanggar hukum melalui tindakan pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau perbuatan tidak terpuji;
tindak lanjut penerapan hak interogasi dan angket; atau opini tentang

kejadian luar biasa yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.

DPR memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berkaitan dengan fungsi

legislasi sebagai berikut:*

1. menyusun agenda legislasi nasional (Prolegnas)

2. Undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan
pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam), SDE lain (Sumber Daya
Energi), dan neraca pusat-daerah sedang dirancang, diperdebatkan,
dan diadopsi.

3. Membahas RUU yang diusulkan Presiden atau DPD.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 Pasal 71 dan pasal 72 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



4. Bersama dengan Presiden, rancangan undang-undang
5. menerima atau menolak aturan baru dari pemerintah yang akan
menggantikan undang-undang dan diterapkan menjadi undang-

undang.

DPR memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berkaitan dengan fungsi

anggaran sebagai berikut:®

1. memberikan pengesahan RAPBN (disampaikan oleh Presiden).

2. Mencermati peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
pendidikan, dan agama yang sedang menjadi pertimbangan DPD serta
Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan penatausahaan dan
pertanggungjawaban dana masyarakat yang disampaikan BPK.

4. Menyetujui perjanjian-perjanjian yang berpengaruh signifikan terhadap
hajat hidup orang banyak dan membebani APBN serta pengalihan aset

publik.

DPR mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang berkaitan dengan fungsi

pengawasan sebagai berikut:®

1. memantau pelaksanaan undang-undang, anggaran negara, dan arahan
pemerintah

2. Membahas dan menindaklanjuti temuan pengawasan yang disampaikan DPD

® Ibid.
® 1bid.



(terkait pelaksanaan UU otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan SDE lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

berbagai tanggung jawab dan wewenang DPR, antara lain:’

1. Menerima, menyusun, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti
keinginan orang.

2. Menyetujui hak Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan hakim
dari Komisi Yudisial serta menyatakan perang atau perdamaian dengan
negara asing.

3. Memperhatikan permintaan Presiden untuk: (1) amnesti dan abolisi; (2)
pengangkatan duta besar dan penerimaan penempatan duta besar lainnya.

4. Memilih anggota BPK Anda dengan mempertimbangkan DPD.

5. Berikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terhadap calon yang akan
diangkat oleh Presiden sebagai hakim agung di Mahkamah Agung.

6. Memilih 3 orang hakim untuk diajukan kepada Presiden sebagai hakim

konstitusi.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu lembaga yang
terhormat, bukti konkretnya pada saat pembukaan dalam setiap sidang
kedua sidang selalu menyebutkan “anggota dewan yang terhormat®. Jika
dilihat secara filosofis, alasan anggota DPR itu harus dihormati karena

ialah satu satunya bentuk cerminan atau representasi dari rakyat itu sendiri

" 1bid.



dalam bentuk kelembagaan dalam unsur kekuasaan. Maka dari itu, DPR
harus dihormati dan dijunjung tinggi martabatnya karena ia membawa
suara dari rakyat yang menjadi konstituennya. Guna menjaga serta
memberikan batasan-batasan untuk suatu kehormatan anggota dewan
tersebut maka dibuatlah aturan mengenai etikanya, hal ini diatur dalam UU

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.

Kode Etik DPR atau disebut juga Kode Etik adalah seperangkat
aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dalam menjalankan
tugasnya untuk menjaga kehormatan, reputasi, kredibilitas, dan martabat
DPR.® Pasal 3 Ayat (1) UU nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa “(1)
Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang
dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR
maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang
berlaku dalam masyarakat.”. Namun pada kenyataannya anggota dewan
yang juga merupakan manusia memiliki hasrat dan nafsu yang kemudian
menjerumuskannya ke perilaku yang dianggap tidak pantas dan tidak boleh
dilakukan mengingat ia adalah representasi dari rakyat, dikatakan juga pada
pasal yang sama bahwa yang dianggap tidak pantas dan tidak boleh itu

diatur oleh etika dan norma yang berlaku di masyarakat.

Kekosongan definisi dari etika itu sendiri menimbulkan masalah
siapa yang memiliki wewenang untuk mengadili hal ini. Dengan adanya

hak-hak seperti yang sudah dijabarkan diatas pula memberikan anggota

8 pasal 1 Angka 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



dewan kebebasan untuk berpendapat. Namun, sering kali terjadi
penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota dewan yang disebabkan
oleh konflik kepentingan yang kemudian melanggar kode etik profesinya,
maka dari itu dibentuklah alat kelengkapan baru yang bertugas menjaga

harkat martabat kehormatan anggota DPR.

Sebagai salah satu contoh dari pelanggaran etika dan norma yang
dilakukan oleh anggota dewan ialah kasus yang belakangan ini hangat di
perbincangan publik, yaitu kasus Effendi Simbolon yang pada tanggal 5
September 2022 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi 1
menyinggung serta dianggap memecah belah antara dua pimpinan tinggi
TNI dan menyebut TNI sebagai “gerombolan”.® Perbuatan yang dilakukan
Effendi Simbolon dianggap melanggar kode etik Bab Il Bagian Kesatu
Kepentingan Umum pasal 2 ayat (4) junto Bagian kedua Integritas pasal 3
ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2) . Kemudian yang berhak
mengadili kasus ini adalah Mahkamah Kehormatan Dewan yang
melakukan sidang terhadap kasus ini pada tanggal 15 September 2022 yang
dilakukan secara tertutup dan kemudian keputusannya diumumkan bahwa

kasus tidak akan dilanjutkan.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.'® MKD merupakan lembaga yang

dibentuk guna mengadili kasus-kasus pelanggaran etika dan norma yang

® https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-simbolon-dan-
tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd, diakses pada 19 September 2022 pukul
14.11

10°UU NO 17 Tahun 2014 Pasal 119 Ayat (1)


https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-simbolon-dan-tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-simbolon-dan-tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd

dilakukan oleh anggota dewan, dalam hal mengadili ini pula Mahkamah
Kehormatan Dewan memiliki batasan-batasan atau biasa disebut hukum
acara dalam mengadili. Tatacara Mahkamah Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 2
Tahun 2015. Adanya lembaga etik ini didasari oleh ketetapan MPR
Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang
dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa melalui
pengamalan etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali lembaga

perwakilan.!!

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang berjumlah 17 (tujuh
belas) orang dipilih dalam rapat paripurna pada awal masa keanggotaan
DPR dan awal tahun sidang.'?> Pimpinan Majelis Kehormatan adalah
suatu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri
dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih
oleh dan dari antara anggota Majelis Kehormatan Majelis berdasarkan
asas musyawarah untuk mufakat dan mufakat. proporsional dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah

anggota setiap fraksi.'3

Fahri Hamzah mengklaim bahwa fungsi utama MKD adalah untuk

menentukan apakah seorang anggota dewan melanggar kode etik atau

11 Maharani Puan, Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan, (Jakarta: Mahkamah Kehormatan
Dewan DPR RI, 2021), halaman 10

12 pasal 120 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

13 |bid. Pasal 121 ayat (1) dan (2)



tidak, sedangkan dari segi kelembagaan bertujuan untuk menegakkan
martabat, kehormatan, reputasi, dan kredibilitas parlemen. Artinya,
peran lembaga MKD tidak hanya sekedar menilai perilaku anggota
dewan, tetapi juga menilai kode etik itu sendiri. Anggota DPR juga
dilindungi dari tindakan tidak etis dengan kode etik ini.** Maka dari itu,
sebenarnya tugas utama dari MKD itu ialah melakukanpencegahan bagi
anggota dewan supaya tidak melanggar kode etik ataupun melakukan
perbuatan yang tidak etis yang kemungkinan akan mencoreng nama
baik lembaga, namun jika ditarik secara filosofis alasan anggota DPR
harus dihormati ialah hakikat bernegara ada ditangan rakyat. Karena
iklim demokrasi di Indonesia sangat besar sehingga harus ada
perwakilan dari rakyat untuk diajak bermusyawarah. Perwakilan ini
adalah representasi dari rakyat karena mereka yang diberikan mandat
oleh rakyat. Karena ia merupakan representasi kedaulatan rakyat maka

DPR harus dihormati.®

Masalah pelanggaran etika yang telah disebut diatas membuat
penulis tertarik untuk membahas proses berjalannya fungsi MKD ini
serta masalah yang menjadi kendalanya yaitu dalam proses penegakan
etika anggota dewan. Diskusi-diskusi yang telah dilakukan penulis

dengan pihak ahli dari luar MKD. Maka penulis berpendapat bahwa

14 Disampaikan dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dengan Tema “
Sinergi Pelembagaan Etika Kelembagaan DPR RI dengan Partai Politik”. Pada hari Senin 22
Maret 2021.

15 Disampaikan dalam Wawancara dengan Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI
Zulfikar Pada Jumat 17 Juni 2022



perlu adanya penguatan fungsi dalam proses penegakan etika ini, salah
satu langkah yang diberikan ialah independensi lembaga. Rapat-rapat
yang dilakukan di MKD cenderung tertutup dari media luar sehingga
masyarakat mempertanyakan bagaimana proses mengadili anggota
dewan yang bermasalah, hal ini juga menjadi “pisau bermata dua” untuk
MKD sebab proses mengadili masalah ini lebih cenderung mengadili
masalah sensitif, sesuai dengan tujuan dibentuknya MKD maka anggota
MKD harus pintar memilah mana yang bisa dibuka ke publik dan mana
yang tidak harus dibuka ke publik. Rata-rata permasalahan yang ada di
MKD ialah masalah rumah tangga anggota DPR, ataupun pertentangan
internal mereka. Dengan sifat yang tertutup ini pula maka diperlukan
peradilan yang bersifat mandiri sehingga dapat menyelesaikan masalah

dengan lebih objektif.

Melihat hasil survey dari berbagai lembaga survey antar lembaga
yang selalu saja menempatkan DPR sebagai peringkat bawah, sebut saja
Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada Agustus tahun 2019 yang
mensurvey kepercayaan antar lembaga, dari 6 (enam) lembaga yang di
survey yaitu KPK, Polri, Presiden, Parpol, Pengadilan, dan DPR. DPR
mendapatkan urutan ke 5 (lima) dengan skor 61% .° Hal ini
menandakan citra DPR dan anggota legislatif secara keseluruhan rendah
tingkat kepercayaannya oleh masyarakat, yang dapat dimaknai perlunya

tatanan baru yang memerlukan terobosan-terobosan sistematik yang

16 Survey Lembaga Survey Indonesia yang dilakukan pada bulan Agustus 2019 terhadap tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga.



baru sehingga dapat menjawab dinamika politik yang bergejolak di masa

reformasi ini.

Masyarakat mengharapkan lembaga perwakilan mereka DPR
dapat mencerminkan idealisme kenegaraan yang memihak kepada
mereka dalam bentuk konkret ialah produk undang-undang yang
dihasilkan dan pemecahan masalah dalam masalah ketatanegaraan
terkini dalam situasi gejolak sosial negara yang diakibatkan pandemi

COVID-19.

Namun faktanya menurut pendapat Ketua MKD Habib Aboe
Bakar Alhabsy dalam buku “sinergi penegakan etika kelembagaan”
masyarakat cenderung “emoh” terhadap DPR. Maka fakta ini menjadi
salah satu “tugas rumah” MKD untuk memperbaiki citra DPR kembali
menjadi positif. Secara konstitusional, seorang politikus harus mampu
merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak kepentingan

publik.

Sebagai legal drafter mereka dituntut untuk membuat undang-
undang yang menjamin legalnya keadilan sosial dan keteraturan hidup
bermasyarakat dan mereka sebagai “penyambung lidah rakyat” guna
menghimpun aspirasi masyarakat. Karena itu anggota DPR harus
menjunjung tinggi etik dan moralitas politik guna mensejahterakan

konstituennya, bukan mencari keuntungan materi dan kemuliaan diri.*°

Secara faktual dalam legislatif mekanisme kerjanya secara

11
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kolegial, sehingga korupsi “berjemaah” di dewan, kerap didiamkan jika
tidak ada pihak yang berani membongkarnya. Dalam sistem ini
kesuksesan atau kegagalan dalam berlegislasi akan amat tergantung satu
sama lain. Dosa seorang atau sekelompok dewan dapat tidak mempan
terhadap kritik, sebab mereka dapat bersembunyi di balik koleganya®’.
Maka dari itu di sinilah peran MKD sebagai lembaga yang menjaga
kehormatan serta harga diri seorang anggota dewan supaya tidak
melanggar norma serta merusak nama kelembagaannya. MKD harus
memiliki peran yang kuat guna mencegah dan membuat “segan”. Perlu
diingat dan digaris bawahi bahwa tujuan dari adanya Mahkamah
Kehormatan ini ialah untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat
DPR sebagai penyambung lidah rakyat, bukan untuk menarik kesalahan-
kesalahan anggota dewan tugas ini harus diemban dengan prinsip

problem solving Oriented” '8

Dengan adanya MKD sebagai lembaga yang mengatur “tingkah laku”
serta kehormatan seorang anggota dewan, tetap saja memiliki kelemahan
tersendiri dapat dilihat dari fakta-fakta hasil produk hukum yang dihasilkan
belakangan ini pada periode 2019-2024, terciptanya Undang-Undang yang
tidak berkualitas yang kemudian disahkan, lalu diuji Kembali di Mahkamah
Konstitusi. UU No 11 Tahun 2020 yang terkait dengan penciptaan lapangan

kerja merupakan salah satu contoh produk hukum yang bermasalah.

17 Fahri Hamzah, dalam buku etika parlemen modern dan sinergi penegakan etika kelembagaan
DPR RI dengan partai politik, Halaman 40.
18 1bid.
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Mengutip tulisan Fahri Hamzah dalam buku yang sama bahwa “Indikasi
buruknya integritas pejabat publik antara lain tumbuhnya korupsi, kekerasan
di parlemen, penggunaan identitas seperti gelar palsu, tidak menghadiri
rapat, tidak mengunjungi daerah pemilihan, dan gagal menempatkan

kepentingan negara di atas kepentingan partai.”

Dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat yang cenderung rendah
kepada DPR serta proses mengadili MKD yang bersifat tertutup dari
masyarakat dan penyelesaian masalah di MKD yang lebih bersifat internal
anggota, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya penguatan dari sisi
fungsi MKD itu, salah satunya ialah independensi lembaga. Selain itu,
penulis akan membahas berbagai hambatan dalam menjaga etika di MKD
serta solusi potensial untuk menjaga nama baik DPR RI dalam esai ini.
Konteks ini dan tujuan peneliti dalam membesarkan “Pelaksanaan Fungsi

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
pertanyaan-pertanyaan yang dibentuk menjadi rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi
Mahkamah Kehormatan Dewan?

2. Bagaimana langkah penguatan kelembagaan Mahkamah

Kehormatan Dewan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berikut dapat disimpulkan dari pernyataan masalah yang
telah dikemukakan di atas:

1. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan fungsi Mahkamah
Kehormatan Dewan secara konkret.

2. Untuk mengetahui upaya penguatan kelembagaan Mahkamah
Kehormatan Dewan.

1.4 Landasan Teori

1.4.1. Teori Trias Politica

John Locke sebelumnya telah menyatakan prinsip pembagian kekuasaan,
yang dijabarkan Montesquieu dalam karyanya L'Esprit des lois (The Spirit of
Laws) (1632-1755). Gagasan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan
dipengaruhi oleh hukum konstitusi Inggris serta gagasan yang diungkapkan oleh
John Locke dalam karyanya "Two Treaties on Civil Government"*®. Dalam
karyanya L'esprit des Lois, Montesquieu menggarisbawahi tiga pilar politik
yang menjadi dasar pengelompokan poros kekuasaan Indonesia ke dalam tiga

kategori ini:
1. Lembaga legislatif (kekuasaan membuat undang-undang),
2. Lembaga eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang),

3. Lembaga yudikatif (kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang).

19 Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat
Studi Hukum Tata Negara FH Ul. Halaman 140.
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Trias Politika, menurut Moh. Kusnardi, menunjukkan pembagian
kekuasaan suatu bangsa menjadi banyak bidang, baik dari segi pribadi maupun
fungsinya.?’ Asal kemunculan dari teori ini dikarenakan adanya penyalahgunaan
kekuasaan pada abad pertengahan (1000 — 1500 M). Teori Trias Politica ini
berawal dari adanya kepala suku dari suatu daerah daerah primitif yang kemudian
berkembang menjadi negara, yang menimbulkan permasalahan serta kekuasaan
yang lebih rumit. Munculnya teori Trias Politica juga dapat dikaitkan dengan

penguasa penguasa absolut pada masa abad pertengahan.

Kerangka sosial ekonomi masyarakat abad pertengahan ini adalah feodal,
Paus dan otoritas agama mengendalikan kehidupan sosial dan spiritualnya, dan
para bangsawan berjuang untuk dominasi politik.?* Doktrin Kristen mendominasi
politik dan negara selama ini, yang akhirnya menyebabkan pembagian kekuasaan
antara gereja dan negara, dengan negara mengendalikan hukum dan politik dan
gereja mengendalikan spiritualitas. Negara dianggap memiliki kekuasaan Tuhan
sehingga negara dikuasai oleh agama. Karena iklim politik di negara yang religius
ini, sebuah gerakan yang dikenal sebagai periode Renaisans berkembang dari para
pemikir pada masa itu. Karena dasar dari ide ini adalah kebebasan berpikir dan
aktivitas manusia, tujuannya adalah untuk menghapus semua ikatan saat ini dan
menggantinya dengan kebebasan bertindak sebanyak yang konsisten dengan apa

yang dipikirkan.??

2 1hid.
21 Moh. Mahfud M.D., 1993, Demokrasi dan Konstitusi, Jogjakarta, Penerbit Liberty, him. 21.
22 |sharyanto, 2016, Ilmu Negara, Karang Anyar, Oase Pustaka, HIm. 53
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Pada masa abad pertengahan paruh awal ini menimbulkan pemikir
pemikir seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, Thomas Mores. Setelah
masa abad pertengahan itu yang memicu Renaissance dan Revolusi agama mulai
muncul pemikir pemikir ketatanegaraan seperti Nicollo Machiaveli (1469-1527)
yang pemikirannya dituangkan dalam buku Il Principle. Machiavelli dikreditkan
karena membangun pemisahan hukum dan politik serta sistem politik yang
independen dan berbeda dari doktrin agama. Dia mendukung praktik
pemerintahan yang tidak etis dan tidak adil, yang sangat membantu munculnya
politik korup setidaknya di tiga negara terpisah. Juru bicara intelektual untuk

pemerintahan yang represif adalah Machiavelli.?

Kemudian waktu berubah menjadi periode Aufklarung, juga dikenal
sebagai periode pencerahan atau rasionalitas. Periode ini tersirat oleh gagasan
bahwa pemerintah tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarang atau
mengamanatkan perpindahan keyakinan masing-masing individu. Di ranah
politik, parlemen harus memberikan izin kepada raja untuk mengesahkan undang-
undang. Pakta tersebut pada dasarnya menciptakan keseimbangan kekuatan dalam
hubungan global. Pada periode ini, John Locke, Montesquiue, dan Immanuel Kant
termasuk di antara para filsuf negara terkemuka.?* Berikut adalah beberapa cara

berpikir tentang Trias Politika:

1. John Locke (1632-1704)

2 1bid. HIm 58.
24 Budiono Kusumohamidjojo, 2004, Filsafat Hukum: Problem Ketertiban yang Adil, Jakarta,
Penerbit Grasindo, him. 73.
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Locke menelusuri asal-usul teorinya tentang pemisahan kekuasaan, atau
yang sekarang dikenal sebagai Trias Politica, dalam bukunya Two Treaties
of Government (1689), khususnya dalam bab XII, yang membahas tentang
"kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. negara.” Menurut Locke,
gagasan keseimbangan kekuasaan memungkinkan rakyat untuk
"memberhentikan” seorang raja yang tidak mematuhi kontrak komunal,
yaitu bagaimana rakyat memberi wewenang kepada raja untuk memerintah
negara. Tujuan dari kesepakatan sosial yang dengan sukarela dilakukan
oleh orang-orang adalah untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan

harta benda mereka.?®

Monstesgieu (1689-1755)

menulis buku De I'esprit des lois dalam bahasa Prancis (The Spirit of the
Act, 1748). Gagasan John Locke tentang monarki konstitusional—yang
sekarang kita kenal sebagai checks and balances—di mana satu otoritas
menahan otoritas lainnya disempurnakan lebih lanjut oleh Montesqgieu.
Pembagian kekuasaan, yang memisahkan negara menjadi tiga sumbu
otoritas—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—mencegah kekuasaan
absolut. Menurut gagasan mendasar ini, raja memiliki otoritas eksekutif

dan menjadwalkan kerja badan legislatif. Dia juga memiliki hak veto atas

2 1bid.
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pilihan yang dibuat oleh badan legislatif, yang dipandu oleh gagasan

perwakilan. Kewenangan yang otonom adalah kekuasaan kehakiman.2®

Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang membagi
kewenangan menjadi tiga kategori: kekuasaan eksekutif, yang dipegang
oleh pemerintah dengan seorang presiden sebagai kepala negara; peradilan
yang merupakan kekuasaan yang mandiri dan bertugas mengawasi
penerapan undang-undang; dan kekuasaan legislatif, yang terbagi dalam
MPR, DPR, dan DPD serta bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya
pemerintahan. Dalam penelitian ini fokus pada meneliti kekuasaan DPR
sebagai bentuk legitimasi kekuasaan rakyat dalam mengawasi jalannya
pemerintahan dengan bentuk konkret ikut membuat peraturan perundang

undangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UUD RI Tahun 1945 tidak membahas tentang penerapan Teori Trias

Politika di Indonesia, tetapi terlihat dalam rumusan pemisahan kekuasaan,

seperti dalam Bab Il MPR, Bab Il tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara,

Bab VII tentang DPR, dan Bab 1X tentang Kekuasaan Kehakiman, misalnya.

Presiden dan DPR sama-sama memegang kekuasaan legislatif.

Sementara Presiden dan para menterinya menjalankan kekuasaan eksekutif,

Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya menjalankan kekuasaan

kehakiman.?” Jimly Assiddigie berpendapat bahwa pembagian kekuasaan

26 |sharyanto, op.cit., him. 65
27 Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-dasar IImu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Halaman

156
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bersifat horizontal dalam arti dipecah menjadi fungsi-fungsi yang tercermin
dalam lembaga pemerintahan yang adil dan seimbang (check and
balances).?®. Lembaga negara atau lembaga pemerintahan dapat dipisahkan

menjadi 2 (dua) bagian dalam hal pemisahan kekuasaan, yaitu:%°

1. khususnya, pemisahan kewenangan secara Vvertikal ~menurut
tingkatannya. dalam arti kewenangan dibagi di antara banyak tingkatan
pemerintahan, seperti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dalam negara kesatuan;

2. Secara khusus, pembagian kekuasaan secara horizontal sesuai dengan
tujuannya. Dalam artian terdapat pemisahan yang lebih menitikberatkan
pada kontras antara kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif

Berdasarkan gagasan tersebut, pembagian kekuasaan di Indonesia
dipisahkan menjadi tiga kategori, yaitu kekuasaan parlementer yang
dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD, dan kekuasaan daerah yang dipegang
olen DPRD. Anggota parlemen bertanggung jawab langsung kepada
konstituennya karena pemilihan untuk mereka diadakan di depan
masyarakat umum. Tesis trias politica yang menegaskan bahwa kekuasaan

dipegang oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat terkait dengan gagasan

28 Jimly Asshiddigie, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD
1945, Yogyakarta: FH Ull PRESS. Halaman 35

2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
halaman 152
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kedaulatan rakyat di Indonesia. Untuk melengkapi DPR yang merupakan
alat legitimasi kedaulatan rakyat, peneliti mengaitkan teori trias politika

dengan implementasi peran pelaksana Mahkamah Kehormatan Dewan.

1.4.2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan secara umum dipahami berasal dari terjemahan kata seperti
‘sovereignty’, ‘superanus’, ‘summa potestas’, ‘maiestas’ ( majesty ) dan lain-
lain.*® Semua terjemaan ini berujung pada pengertian bahwa kekuasaan tertinggi
dalam atau dari suatu negara, kekuasaan tertinggi dalam negara (sovereignty in the
state) mengarah kepada arti kedaulatan yang lebih bersifat internal, sedangkan
kekuasaan tertinggi negara (sovereignty of the state) mengarah kepada pengertian
yang bersifat eksternal.®! Istilah Latin untuk kedaulatan adalah "supremus”, yang
berarti "yang tertinggi”, dan kata bahasa Inggris untuk kedaulatan adalah
"kedaulatan". Kata kedaulatan berasal dari kata Arab "Daulah,” yang dapat
merujuk pada aturan atau otoritas politik. Ini dikenal sebagai "souvereniteit"
dalam bahasa Jerman dan "souveranete” dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa urusan kelautan memiliki kekuasaan tertinggi untuk
memutuskan hukum mana yang berlaku di negara tertentu. Jimly Asshiddigie
menegaskan bahwa setidaknya ada tiga posisi dalam masyarakat atau negara yang

dipandang berdaulat: posisi Tuhan, raja, atau rakyat.?

30 Jimly Asshiddigie, Islam dan kedaulatan rakyat, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, yang
mengutip Encyclopedia International, hal. 242, dan Encyclopedia of Social Science, hal. 267

31 bid.

32 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana Iimu Populer,
Jakarta Barat, 2008, him. 143.
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Dalam karya-karyanya, Setyo Nugroho mendefinisikan kedaulatan rakyat
sebagai suatu struktur kekuasaan dalam suatu bangsa yang mencita-citakan rakyat
yang memegang kekuasaan mutlak. Suatu sistem yang memenuhi keinginan
rakyat, atau kedaulatan rakyat, merupakan sarana penyelesaian masalah dan
terbukti mampu mengelola masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan
kekuasaan pemerintahan dan kehakiman serta kemampuan untuk membuat
peraturan.®® Doktrin kedaulatan rakyat adalah tanggapan terhadap teori abad
pertengahan tentang kedaulatan ilahi dan raja, yang kemudian berperan dalam
Revolusi Prancis. *. Monarchomachens seperti Marsilio, William Ockham,
Buchanan, Hotman, Bellarmin, dan lainnya pertama kali mengadvokasi
kedaulatan rakyat. Mereka adalah orang pertama yang menganjurkan gagasan
bahwa rakyat, bukan raja, adalah penguasa sejati karena raja hanya memiliki
otoritas karena persetujuan rakyat. Lalu J.J. Roussoue mengembangkan teori ini,
yang menurutnya rakyat adalah satu-satunya penguasa. Doktrin kedaulatan rakyat,
yang sering dikenal dengan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, adalah
seperangkat doktrin yang memberikan kedaulatan mutlak kepada rakyat.*® Di
Indonesia Kedaulatan rakyat tercantum pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1) , (2),

dan (3) yang berbunyi 3¢

(1) Negara kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik disebut Negara

Indonesia.

33 Nugroho, Setyo, “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan”
Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (2013).

34 Isharyanto, 2016, Ilmu Negara, Karang Anyar, Oase Pustaka, HIm. 56

% Ni’matul huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, Ull Press, Yogyakarta, 2005,
him. 188

36 UUD 1945 Pasal 1 ayat (1),(2), (3)
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(2) Rakyat memegang dan menjalankan kedaulatannya sesuai dengan

konstitusi.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

John Locke, Montesquie, dan Jean JacqueRosseau dipuji karena
mempopulerkan doktrin kedaulatan rakyat. Tesis ini merupakan jawaban
atas teori kedaulatan raja dan kedaulatan negara yang berpandangan bahwa
kekuasaan mutlak bersumber dari kedua teori tersebut. bahwa raja, yang
bertanggung jawab dan memiliki otoritas tak terbatas, mewakili Tuhan di
dunia. Dari kekuasaan absolut ini kemudian timbulah masalah dimasyarakat
seperti masalah masalah yang melanggar hak asasi manusia, serta masalah
pertanahan yang tindakan penguasa saat itu tidak didasarkan oleh hukum.

Maka dari itu Jean Jacque Rosseau®’ berpendapat “bahwa tugas
negara adalah menjalankan kehendak umum dari rakyat itu. Ini berarti
kehendak rakyat identik dengan kehendak negara. Rakyat yang memiliki
negara, bukan penguasa. Rakyatlah pemilik kedaulatan. Kedaulatan rakyat
merupakan teori yang menjelaskan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh
rakyat”. Menurut Lord Acton, "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan
absolut pasti korup," begitu pula gagasan ini. Pembagian kekuasaan negara
menjadi tiga (tiga) di Indonesia, salah satunya legislatif—yang berfungsi

sebagai bentuk legitimasi kekuasaan rakyat itu sendiri—menandai

37 Mengutip pendapat Scott Gordon dalam “Fiat Justitia Jurnal llmu Hukum Volume 7
No. 3” halaman 257.
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implementasi paham kedaulatan rakyat di negara tersebut. Untuk
menandingi kenyataan tersebut, yang pada hakekatnya mengandung arti
bahwa pemerintahan dikuasai oleh rakyat, untuk rakyat, dan dengan bantuan
rakyat, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
sesuai dengan Undang-Undang Dasar”, begitulah gagasan kedaulatan rakyat
diterapkan di Indonesia. Sila keempat Pancasila, "Masyarakat yang
dibimbing oleh kebijaksanaan melalui debat perwakilan,” juga memuat

gagasan ini.

Oleh karena itu, dari pemaparan teori ini dapat disimpulkan bahwa
pembagian kekuasaan di antara cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan
yudikatif mengkonkretkan penerapan prinsip kedaulatan rakyat. agar
pemerintahan Indonesia yang demokratis dapat berjalan dan cabang
eksekutif dan legislatifnya dapat secara efektif mencerminkan kebutuhan

rakyat.

1.4.3. Teori Fungsi Pengawasan DPR

Suatu pendekatan untuk menciptakan kebijakan yang disebut pengawasan
digunakan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara keberadaan
suatu kebijakan publik dan sebab-sebabnya. Dengan adanya pengawasan
bertujuan untuk menganalisis maksud dari suatu program dan juga dapat melihat

apa yang dapat dihasilkan, maka pengawasan ini merupakan suatu sumber primer
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tentang bagaimana suatu kebijakan di implementasikan.®® Menurut Newman,
"Kontrol adalah jaminan bahwa kinerja sesuai dengan rencana"; supervisi adalah
kegiatan yang berusaha menggambarkan dan memastikan data faktual yang benar-
benar terwujud dari suatu program atau tugas, serta apakah sesuai dengan cita-
cita. “Pengawasan adalah proses mengawasi bagaimana keseluruhan operasi
organisasi dilakukan untuk memastikan mereka dilakukan sesuai dengan prosedur
yang relevan.®® Menurut Situmorang dan Jusuf Juhir, pengawasan adalah suatu
cara untuk menentukan sejauh mana suatu pekerjaan telah sesuai dengan aturan

dan tujuan yang ingin dicapai.*°

Dalam tata kelola pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai tugas
yang berusaha menjamin pelaksanaan program kerja pemerintah sesuai dengan
apa yang direncanakan sesuai dengan aturan yang ada. Agar program kerja
berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tanpa kesalahan, maka supervisi
adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan setelah perumusan kegiatan
(tercapai).*! Eza Aulia juga menambahkan bahwa adanya badan pengawas, seperti
dewan etik, dewan kehormatan, atau dewan kehormatan di suatu lembaga tertentu,
yang kewenangannya diatur oleh undang-undang tertentu untuk mengawasi etika,
kinerja, dan perilaku lembaga tersebut, atau individu yang diawasi, dapat

digunakan untuk menggambarkan pengendalian internal. Sedangkan pengendalian

38 William N. Dunn, Pengantar Analisis kebijakan Publik (terj), (Jogjakarta: UGM Press, 2000),
him. 509

39 Muchsan, Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat pemerintah dan Peradilan Tata
Usaha negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2000), him. 37

40 Bza Aulia, ‘Sistem Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Independensi
Hakim’ (2018) 2 (1) Jurnal Public Policy 105, 107.

41 Ibnu Kencana Syafie, Pengantar llmu Pemerintahan, (Bandung: PT Eresco, 1982), him. 60.
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eksternal seringkali dilakukan oleh entitas yang independen dan evaluasinya tidak
memihak.*? Fungsi pengawasan oleh anggota dewan biasa dilaksanakan dengan
dua cara yaitu pengawasan yang dilakukan dengan rangka menyusun suatu
kebijakan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mengawasi kebijakan
tertentu , fungsi ini bertujuan menciptakan kondisi yang stabil atau biasa disebut
checks and balance. Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR bekerja sama
dengan lembaga lain seperti BPK untuk melakukan audit eksternal. Hal ini
dilakukan untuk upaya peningkatan kualitas laporan serta meminimalisir
penghambatan pemeriksaan dan mendapatkan masukan terhadap program Kkerja

yang diperiksa.*®

Keterlibatan Presiden dalam rangka pembentukan peraturan perundang-
undangan merupakan salah satu contoh tindakan intervensi dari eksekutif kepada
legislatif. Ada lembaga tambahan yang melakukan tugas pengawasan selain
kekuasaan utamanya, seperti DPR, yang memiliki yurisdiksi legislatif utama

tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Pengawasan DPR terhadap Presiden sebagai legislatif merupakan salah
satu contoh pengawasan eksternal. Sebab, keberadaan DPR dan Presiden dalam
ranah kewenangan Trias Politika berbeda. Pengenalan peran pengawasan DPR
dapat dilihat sebagai indikasi bahwa legislatif sekarang dapat mengintervensi atau

campur tangan eksekutif sebagai bagian dari fungsi pengawasan.**

42 |bid. HIm 18
43 Sekjen DPR RI, Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, Jakarta , 2014
4 Antari, P. E. (2020). Implementasi Fngsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya
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Dalam konteks pembagian kekuasaan, peran pengawasan DPR berfungsi
sebagai semacam check and balances terhadap Presiden. Dalam UU MD3,
pengawasan dilakukan terhadap APBN dan realisasi UU tersebut. Namun
demikian, Jimly berpendapat bahwa tanggung jawab pengawasan yang diemban

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan sebagai berikut:*°

1) Mengendalikan pengambil keputusan (control of policy making).

2) Kontrol terhadap mereka yang melaksanakan kebijakan (control of policy
execution).

3) pengawasan belanja dan penganggaran negara (control of budgeting).

4) pemantauan pelaksanaan dan pengeluaran APBN (pengendalian pelaksanaan
anggaran).

5) Pemantauan efektivitas pemerintahan (control of government performances).

6) DPR dapat menyetujui, menolak, atau memberikan pertimbangan terhadap
pengangkatan pejabat publik (aturan politik pengangkatan pejabat publik).

DPR yang dibentuk sebagai badan legislatif memperoleh legitimasinya
dari kedaulatan rakyat Indonesia. MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang
kesepakatan DPR. DPR memiliki tiga peran dalam menjalankan tugasnya:

legislatif, anggaran, dan pengawasan.*® DPR mempunyai tanggung jawab dan

memperkuat system Presidensial di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal IImu Hukum, 4(2), 217-
238.)

4 Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, hal 302.

46 Pasal 69 UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
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wewenang yang berkaitan dengan fungsi pengawasan sebagai berikut:*’

1. Mengawasi bagaimana undang-undang, anggaran negara, dan program

pemerintah dijalankan.

2. Membicarakan dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diberikan oleh
DPD (berkaitan dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam
(SDA) dan Sumber Daya Energi lainnya (SDE ), pelaksanaan APBN,

pajak, pendidikan, dan agama).

Dari penjabaran diatas maka dapat diartikan bahwa DPR sebagai
perwakilan dari rakyat di lembaga negara, memiliki fungsi yang bersifat
mengawasi jalannya pemerintahan dan penerapan UU yang berlaku. Fungsi
Pengawasan DPR terhadap pemerintah sering dianggap tidak efektif yang
kemudian menimbulkan tanda tanya kepada masyarakat sebagai
representasinya dalam menjalankan fungsi tersebut. Banyaknya faktor politik
dalam menjalankan fungsi pengawasan ini juga lekat dengan pelanggaran
etika profesi DPR yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya dari
masyarakat dan meningkatnya persentasi citra buruk DPR. Dalam situasi ini,
menjadi tanggung jawab Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan
perubahan yang diperlukan dan menjalankan tugas pengawasan DPR sesuai

dengan undang-undang.

47 |bid, pasal 71 dan 72.
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15 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk
mengkaji atau mempelajari fenomena hukum tertentu dengan menggunakan
pendekatan sistematika, pemikiran serta metode tertentu, yang kemudian
diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah terhadap
fenomena hukum yang diteliti.*®

Dari uraian terhadap makna penelitian hukum diatas maka dalam
pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian

hukum normatif.

1.5.1. Jenis Penelitan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif. Pendekatan yang dikenal sebagai normatif berkaitan
dengan standar hukum masyarakat yang berbentuk undang-undang, aturan,
dan keputusan pengadilan. Sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya
juga terlihat menggunakan metode ini.*® Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan yang dikenal
sebagai normatif berkaitan dengan standar hukum masyarakat yang
berbentuk undang-undang, aturan, dan keputusan pengadilan. Sinkronisasi

suatu aturan dengan aturan lainnya juga terlihat menggunakan metode ini.

48 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), him.18.

9 1bid. him.105
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1.5.2. Metode Pendekatan

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan suatu metode legislasi

(statute approach). Strategi ini dipilih karena:

1. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjelaskan secara
filosofis dan melihat dari perspektif hukum, dan memberikan pandangan
secara das sollen dan das sein antara konstitusi dengan undang-undang
dan undang-undang dengan norma fnorma hukum di Indonesia serta

aspek-aspek yang ada di lembaga etik yang ada di Indonesia.

1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penelitian dan penulisan tesis ini, penulis
menggunakan sistem kepustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber
hukum, sekurang-kurangnya beberapa sumber hukum primer, sekunder, dan

tersier.>® Untuk itu dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dijadikan
acuan atau otoritas®!, Peraturan perundang-undangan dan
peraturan kelembagaan DPR, seperti kode etik anggota
parlemen Indonesia, merupakan mayoritas dari dokumentasi
hukum yang digunakan..

b. Bahan hukum sekunder ialah pendapat dari para ahli

(doktrin), makalah hukum, jurnal ilmiah yang memiliki

%0 Zainuddin Ali, Op cit. HIm. 47.
51 Ibid. HIm 57.
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relevansi dalam pendukungan hukum primer.>> Buku teks,
terbitan berkala, publikasi hukum, wawancara ahli di Dewan
Kehormatan Dewan, dan putusan pengadilan dalam bentuk
tertulis adalah beberapa sumber lainnya.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dianggap
peneliti perlu yang mencakup buku, laporan, jurnal, makalah
hasil penelitian di bidang politik, ekonomi, sosial, antropologi

dan sepanjang relevan dengan penulisan skripsi ini.>

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menghasilkan bahan-bahan hukum yang berkualitas guna
menunjang penulisan skripsi, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum
dengan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan
terkait yang dianggap perlu untuk mendukung skripsi ini. Setelah materi
terkumpul kemudian dianalisis terhadap kandungan materi yang telah

didapatkan.

52 M. Hadin Muhjad, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Yogyakarta: Genta Publishing,
2012 HIm51.
53 Zainuddin Ali, Loc. cit
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1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini, disertai dengan pendekatan kualitatif
terhadap sumber primer dan sekunder. Bahan penelitian kemudian diperiksa
relevansinya sebelum dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan
tersebut di atas, yaitu secara seksama, prudent, dan arif untuk memberikan solusi

terkait permasalahan hukum



DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anam, M. K. (2007). terjemahan buku John Locke, "Two Treatises of Goverment"
, Dasar-Dasar IImu Hukum dan IImu Politik. Bandung: Nusamedia.

Jimly Asshiddigie, Islam dan kedaulatan rakyat, Gema Insani Press, Jakarta,
1995.

Ashiddigie, J. (2005). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan
dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH Ul PRESS.

Ashiddigie, J. (2021). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddigie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT.
Bhuana llmu Populer.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar llmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.

Busroh, A. D. (2010). llmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Labolo, M. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Depdiknas, P. B. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta:
Balai Pustaka.

Dimas, d. (2010). Dasar-Dasar Manajemen Actuating. Bandung: Sekolah Tinggi
Pariwisata Bandung.

Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan).
Jogjakarta: UGM Press.

Duverger, M. (1984). Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan.
Yogyakarta: Bina Akasara.

Firmanzah. (2011). Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.

Hamzah, F. (2021). Etika Parlemen Modern . In A. Nawawi, Sinergi Penegakan
Etika Kelembagaan (p. 37). Jakarta: Sekjen DPR RI.

Hamzah, F. (2021). Etika Parlemen modern Sinergi Penegakan Etika
Kelembagaan DPR RI Dengan Partai Politik. Jakarta: Sekjen DPR RI.

79



80

Haryatmoko, J. (2021). Tanggungjawab Etis Partai Politik: Memperluas
Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. In A. Nawawi, Sinergi
Penegakan Etika Kelembagaan (p. 119). Jakarta: Sekjen DPR RI.

Albertina, H. (2021). Kode Etik Sebagai Benteng Peningkatan Kepercayaan
Masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. In A. Nawawi, Sinergi
Penegakan Etika Kelembagaan (p. 99). Jakarta: Sekjen DPR RI.

Huda, N. (2005). Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: UlI
Press.

Isharyanto. (2016). llmu Negara. Karang Anyar: Oase Pustaka.
Bertens, K. (2001). Etika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kusnardi, M. (1988). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum
Tata Negara FH UI.

Kusumohamidjojo, B. (2004). Filsafat Hukum: Problem Ketertiban yang Adil.
Jakarta: Grasindo.

Mahfud, M.D. (1993). Demokrasi dan Konstitusi. Jogjakarta: Liberty.

Maharani, P. (2021). Sinergi penegakan etika kelembagaan. Jakarta: Sekjen DPR
RI.

Muchsan. (2000). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah
dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Muhjad, M. H. (2012). Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta:
Genta Publishing.

Ramadhan, A. C. (2021). Membangun Model Sinergitas Penegakan Etika
Kelembagaan Majelis Kehormatan Dewan DPR RI. In A. Nawawi, Sinergi
Penegakan Etika Kelembagaan (p. 57). Jakarta: Sekjen DPR RI.

Ramadhani, R. (2013). Dilema Badan Kehormatan DPR Antara Penegak Etika
Anggota Dewan dan Kepentingan Fraksi. Jakarta: FISIP UIN Syarif
Hidayatullah.

DPR RI. (2014). Naskah Akademik RUU Etika Penyelenggaraan Negara. Jakarta:
Sekjen DPR RI.

DPR RI. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI. Jakarta: Sekjen DPR
RI.

Sunandar, N. (2015). Etika Wakil Rakyat dan Pelaksanaan Kewenangan
Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai Alat Kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat. In A. Nawawi, Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan
(p. 205). Jakarta: Sekjen DPR RI.



81

Syafie, I. K. (1982). Pengantar IImu Pemerintahan. Bandung: PT. Eresco.

Thompson, D. F. (2000). Etika Politik Pejabat Negara. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.

Wahab, A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas
Muhammadiah Malang Press.

Jurnal

Astrella, J. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan.
eJournal llmu Pemerintahan, 1460-1471.

Antari, P. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial DI Indonesia. Refleksi
Hukum: Jurnal llmu Hukum, 4(2), 217-238.

Aulia, E. (2018). Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Konsitusi dalam
Mewujudkan Independensi Hakim. Jurnal Public Policy Vol. 2 (1), 105-
107.

Gordon, S. (2011). Fiat Justitia. Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No.3, 257.

Putra, p. s. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap
Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Journal limiah Hukum de'jure, 104.

Rossana , E. (2012). Partai Politik dan Pembangunan Politik. Jurnal TAPIs Vol. 8
No.1, 137.

Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan
Kelurahan. Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No. 2.

Yunus, N. K. (2014). Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan. Mizan: Journal
of Islamic Law, 255-274.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaran Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2017 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



82

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Tata Tertib

Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi

Peraturan Dewan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode etik
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015
Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia

Website

https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang, diakses pada 19 September 2022
pukul 15.14

https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-
simbolon-dan-tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd, diakses
pada 19 September 2022 pukul 14.11

https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Mahkamah-Kehormatan-Dewan,
diakses pada 19 September 2022 pukul 14.43

https://kbbi.web.id/fungsi, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022
https://www.kbbi.co.id/artikata/mahkamah#:~:text=Arti%20kata%2C%?20ejaan%
2C%?20dan%20contoh%20penggunaan%?20kata%20%22mahkamah%22,memutus
kan%?20hukum%?20atas%20suatu%20perkara%?20atau%20pelanggaran%3B%20p
engadilan%3B, diakses pada 7 Oktober 2022

www.aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/pengertian-


https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-simbolon-dan-tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-simbolon-dan-tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd
https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Mahkamah-Kehormatan-Dewan
https://kbbi.web.id/fungsi
https://www.kbbi.co.id/artikata/mahkamah#:~:text=Arti%20kata%2C%20ejaan%2C%20dan%20contoh%20penggunaan%20kata%20%22mahkamah%22,memutuskan%20hukum%20atas%20suatu%20perkara%20atau%20pelanggaran%3B%20pengadilan%3B
https://www.kbbi.co.id/artikata/mahkamah#:~:text=Arti%20kata%2C%20ejaan%2C%20dan%20contoh%20penggunaan%20kata%20%22mahkamah%22,memutuskan%20hukum%20atas%20suatu%20perkara%20atau%20pelanggaran%3B%20pengadilan%3B
https://www.kbbi.co.id/artikata/mahkamah#:~:text=Arti%20kata%2C%20ejaan%2C%20dan%20contoh%20penggunaan%20kata%20%22mahkamah%22,memutuskan%20hukum%20atas%20suatu%20perkara%20atau%20pelanggaran%3B%20pengadilan%3B
https://www.kbbi.co.id/artikata/mahkamah#:~:text=Arti%20kata%2C%20ejaan%2C%20dan%20contoh%20penggunaan%20kata%20%22mahkamah%22,memutuskan%20hukum%20atas%20suatu%20perkara%20atau%20pelanggaran%3B%20pengadilan%3B
http://www.aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/pengertian-konflik-kepentingan

konflik-kepentingan, diakses pada 19 Oktober 2022 Pukul 12.03
www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-
terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-

korupsi.html, diakses pada 19 oktober 2022 Pukul 12.20

https://www.dpr.go.id/jdih/uul1945, diakses pada 13/09/2022 pukul 16.20

www.dpr.go.id/akd/index/id/Proses-dan-Format-Penyampaian-Pengaduan-
Mahkamah-Kehormatan-Dewan, diakses pada 24 Oktober 2022

www.Isi.or.id/riset/445/rilis-survei-isi-061019,diakses pada 24 Oktober 2022

https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-Isi-20-oktober-2022,  diakses pada
Oktober 2022

83

24

https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-
simbolon-dan-tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd, diakses

pada 25 Oktober 2022

www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan,  diakses

pada 25 Oktober 2022


http://www.aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/pengertian-konflik-kepentingan
http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html
http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html
http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html
https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945,%20diakses%20pada%2013/09/2022%20pukul%2016.20
http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Proses-dan-Format-Penyampaian-Pengaduan-Mahkamah-Kehormatan-Dewan
http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Proses-dan-Format-Penyampaian-Pengaduan-Mahkamah-Kehormatan-Dewan
http://www.lsi.or.id/riset/445/rilis-survei-isi-061019
https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-20-oktober-2022
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-simbolon-dan-tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/15/duduk-perkara-kasus-effendi-simbolon-dan-tni-kronologi-minta-maaf-hingga-berujung-dipanggil-mkd
http://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan

